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Abstract

The main objective of this research is to get analytical results about the impact of intergovernmental transfers
on the municipalities tax effort over ther period of 2005–2008. This research uses regression approach method
to calculate tax effort index and panel regression method to address the impact of central government
transfer. Empirical evidence supports that generally intergovernmental transfers in kind of dana perimbangan

has a positive relation with local tax effort. Meanwhile using the component of dana perimbangan, an increase
in the untied grants (block grants), Dana Alokasi Umum (DAU) and Dana Bagi Hasil (DBH), significantly
pushes the growth of local tax effort.
Keywords: Fiscal Decentralization, Intergovernmental Transfer, Tax Effort, Indonesia

Abstrak

Tujuan utama studi ini adalah menganalisis dampak transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
terhadap upaya pemungutan pajak kabupaten/kota selama periode 2005–2008. studi ini menggunakan
pendekatan metode regresi untuk mendapatkan indeks upaya pemungutan pajak (local tax effort) serta
metode regresi panel dalam menganalisis dampak dari transfer pemerintah pusat tersebut. Bukti empiris
mendukung bahwa secara umum transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan berelasi
positif dengan indeks upaya pemungutan pajak lokal. Selanjutnya, analisis dengan menggunakan komponen
dana perimbangan menyatakan bahwa kenaikan transfer dalam bentuk block grants yaitu Dana Alokasi
Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil (DBH) secara signifikan mendorong pertumbuhan dari indeks upaya
pemungutan pajak lokal.
Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Transfer Antarpemerintah, Upaya Pemungutan Pajak, Indonesia

JEL classifications: H71, H77

Pendahuluan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32/2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbang-
an Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah di Indonesia telah me-
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nyebabkan perubahan yang mendasar menge-
nai pengaturan hubungan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah, khususnya dalam bi-
dang administrasi pemerintahan, maupun da-
lam hubungan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah, yang dikenal dengan era oto-
nomi daerah. Pemberian otonomi ini didasar-
kan atas pertimbangan bahwa pemerintah da-
erahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan
standar pelayanan bagi masyarakat di daerah-
nya. Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan
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otonomi daerah ini adalah adanya desentralisa-
si fiskal yang ditandai dengan timbulnya suatu
proses distribusi anggaran kepada daerah seba-
gai konsekuensi atas penyerahan ataupun pe-
limpahan wewenang pemerintahan, sesuai de-
ngan prinsip money follows function. Dalam
implementasinya, melalui mekanisme desentra-
lisasi fiskal, daerah diberikan sumber-sumber
pendanaan serta kewenangan membelanjakan
dana tersebut sesuai kebutuhan dan prioritas
daerah. Kewenangan daerah yang semakin lu-
as diharapkan dapat menjadikan pengeluar-
an publik lebih bermanfaat sehingga berfungsi
sebagai stimulus fiskal bagi terciptanya pem-
bangunan ekonomi yang lebih baik, yang di-
tunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan
ekonomi daerah dan pada akhirnya kesejahte-
raan masyarakat.

Sistem desentralisasi fiskal sendiri telah ber-
langsung di banyak negara, baik negara ma-
ju maupun negara berkembang. Secara umum,
desentralisasi fiskal dalam pelaksanaannya ter-
bagi menjadi dua bagian. Pertama dari sisi pe-
ngeluaran, daerah berhak menentukan alokasi
belanja karena pemerintah lokal dianggap lebih
mengetahui kebutuhan masyarakat daerah itu
sendiri. Selanjutnya dari sisi penerimaan, dae-
rah mendapatkan sumber-sumber penerimaan
baru untuk mendukung kegiatan belanja pe-
merintah lokal. Dalam pelaksanaannya, perlu
diperhatikan bahwa karakter utama sistem de-
sentralisasi fiskal dari sisi penerimaan adalah
pengoptimalan pendapatan asli daerah sehing-
ga dapat semakin mendukung belanja daerah.
Salah satu implementasi utama teori ekono-
mi dan politik pada desentralisasi fiskal ialah
dalam rangka mencapai otonomi daerah, pe-
merintah lokal harus memperbesar basis pajak
dibandingkan bergantung pada transfer dari
tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (Peter-
son, 1997). Oleh sebab itu, transfer dari pusat
seharusnya dialokasikan kepada daerah setelah
daerah mengusahakan peningkatan pendapat-
an asli daerah mereka. Jika tidak, pemerintah
daerah akan terdisinsentif dalam menggali po-

tensi penerimaan daerah yang baru ataupun
dalam mengumpulkan jenis pajak daerah yang
sudah ada dengan efektif.

Indonesia saat ini mengadopsi desentralisasi
fiskal baik dari sisi penerimaan maupun penge-
luaran. Dikemukakan dalam cetak biru Grand

Design Desentralisasi Fiskal Indonesia bahwa
meskipun desain desentralisasi fiskal banyak
mencakup mekanisme transfer dari pusat ke
daerah, local taxing power harus tetap dijaga.
Hal ini tercermin dari salah satu misi pelak-
sanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, yaitu
penguatan pajak daerah tanpa merusak prinsip
efisiensi secara nasional. Misi ini juga didukung
dengan butir misi lain yang menyatakan bah-
wa desentralisasi fiskal diharapkan dapat men-
ciptakan suatu daerah yang memiliki sumber
daya fiskal yang cukup signifikan untuk me-
nunjang tugas otonominya tanpa membuat pu-
sat kekurangan sumber daya fiskal untuk men-
jalankan fungsinya sebagai pemerintah negara
kesatuan. Pengimplementasian cetak biru ini,
salah satunya dapat dilihat dari adanya per-
ubahan undang-undang yang mengatur pajak
daerah, yaitu dari Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Da-
erah) menjadi Undang-Undang Nomor 28 Ta-
hun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Beberapa hal penting yang mengalami per-
ubahan ialah jika dalam undang-undang sebe-
lumnya diatur bahwa terdapat 7 pajak untuk
kabupaten/kota, kini menurut undang-undang
yang baru menjadi 11 jenis pajak. Berikutnya
adalah menurut Undang-Undang No. 34 tahun
2000, pemerintah kabupaten/kota boleh me-
netapkan jenis pajak dan retribusi yang ba-
ru asalkan sesuai dengan kriteria pajak dalam
undang undang, namun kini menurut Undang-
Undang No. 28 tahun 2009, baik pemerintah
kabupaten maupun kota harus menetapkan je-
nis pajak yang memang sudah diatur dalam
regulasi pemerintah.
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Misi desentralisasi fiskal serta perubahan
undang-undang ini mengindikasikan bahwa ke-
rangka desentralisasi fiskal sedang menuju ke
arah pemerintah lokal yang didorong untuk
meningkatkan peran pendapatan asli daerah
sebagai sumber pembiayaan belanja lokal. Sela-
in itu, sesuai dengan prinsip efisiensi secara na-
sional, maka daerah didorong untuk menguat-
kan peran pajak daerah tanpa menciptakan
ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Hal
ini berarti daerah diharapkan bisa mengopti-
malkan basis pajak dari jenis pajak yang me-
mang sudah ditetapkan tanpa menciptakan je-
nis pajak baru yang berpeluang menciptakan
biaya ekonomi yang tinggi bagi berlangsung-
nya roda perekonomian di daerah tersebut. De-
ngan kata lain, di era otonomi daerah ini, pe-
merintah daerah diharapkan dapat lebih man-
diri, termasuk dalam hal menggali dan mening-
katkan potensi sumber daya keuangan daerah.

Selama hampir satu dasawarsa pelaksana-
an desentralisasi fiskal, penerimaan pajak dan
retribusi daerah sebagai bagian utama dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rela-
tif rendah. Hal ini ditunjukkan oleh kontribu-
si PAD pada total penerimaan anggaran da-
erah yang proporsinya mengalami tren rata-
rata yang menurun, yaitu dari tahun 2005 se-
besar 17,36% hingga menyentuh angka 15,57%
di tahun 2008. Kontribusi pendapatan asli da-
erah yang tidak signifikan terhadap jalannya
pemerintahan juga terlihat dari besar PAD
yang lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-
rata tingkat pengeluaran pemerintah kabupa-
ten/kota di Indonesia. Penggunaan rata-rata
belanja rutin sebagai perbandingan dimak-
sudkan sebagai penyesuaian terhadap perbe-
daan perilaku belanja daerah, sebagai contoh
terdapat daerah yang berperilaku cenderung
over spending, maka proporsi PAD akan ter-
lihat lebih kecil dari yang seharusnya. Untuk
itu, analisis dengan rata rata belanja kabupa-
ten/kota secara nasional menghasilkan tingkat
relatif yang sama dan dapat memberikan gam-
baran umum kontribusi PAD terhadap penge-

luaran daerah. Dari Tabel 1, tampak hanya se-
dikit pemerintah lokal yang memiliki PAD le-
bih besar ataupun setara dengan rata-rata to-
tal belanja dan rata-rata belanja rutin kabu-
paten kota di Indonesia. Terdapat tiga daerah
yang penerimaan lokalnya sama dengan atau
lebih besar daripada rata-rata total pengeluar-
an kabupaten/kota se-Indonesia. Jumlah ini ti-
dak banyak berubah ketika perbandingan yang
digunakan adalah rata-rata belanja rutin, yaitu
empat daerah.

Di saat yang sama, besarnya dana perim-
bangan, dana transfer dari pemerintah pusat
kepada pemerintah lokal yang secara umum
terdiri dari (1) Dana Alokasi Umum (DAU),
(2) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (3) Da-
na Bagi Hasil (DBH), serta dana-dana khusus
lain seperti dana otonomi khusus dan dana pe-
nyesuaian, mengalami tren yang meningkat. Di
tahun 2005, jumlah anggaran yang dialokasi-
kan untuk dana perimbangan berjumlah 143
triliun rupiah. Tren ini terus mengalami pe-
ningkatan hingga mencapai angka 314 triliun
dalam APBN-P 2010.

Kedua kondisi di atas, selain karena keter-
batasan instrumen yang diberikan kepada da-
erah dalam mengelola sisi fungsi pendapatan,
menimbulkan pertanyaan apakah ada hubung-
an yang terjadi antara mekanisme transfer pe-
merintah pusat dengan usaha pengoptimalan
pendapatan asli daerah yang digambarkan me-
lalui indikator upaya pemungutan pajak lokal.
Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia
yang hampir mencapai satu dekade menjadi sa-
at yang tepat untuk melihat apakah desentrali-
sasi fiskal khususnya melalui mekanisme trans-
fer dana perimbangan sudah mendorong atau
malahan mendisinsentif peningkatan kapasitas
daerah, termasuk dalam hal signifikansi pen-
dapatan asli daerah tersebut. Dengan melihat
bagaimana dampak transfer dana perimbangan
terhadap upaya pemungutan pajak, hal ini da-
pat menjadi masukan bagi pemerintah untuk
merumuskan suatu mekanisme transfer yang
mendukung terciptanya penguatan pajak da-
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Tabel 1: PAD, Rata-rata Total Pengeluaran dan Rata-rata Belanja Rutin Kabupaten/Kota

Jumlah kabupaten/kota 2005 % 2008 %

PAD ≥ Rata-rata Total Pengeluaran 3 0,85 3 0,7
PAD < Rata-rata Total Pengeluaran 350 99,15 428 99,3
Total 353 100 431 100
PAD ≥ Rata-rata Belanja Rutin 4 1,13 3 0,7
PAD < Rata-rata Belanja Rutin 349 98,87 428 99,3
Total 353 100 431 100

Sumber: diolah dari Mahi, 2011

erah sesuai misi desentralisasi fiskal yang telah
dicanangkan oleh pemerintah.

Tulisan ini menganalisis bagaimana dampak
dana transfer dari pusat yaitu dana perimbang-
an serta masing masing komponen transfer ya-
itu DBH, DAU dan DAU terhadap upaya pe-
mungutan pajak kabupaten/kota di Indonesia
dalam rentang waktu tahun 2005–2008. Stu-
di ini mendefinisikan upaya pajak sebagai upa-
ya pemerintah lokal dalam menggali ekspektasi
pajak kabupaten/kota. Diketahui bahwa hing-
ga tahun 2008, pajak daerah masih merupakan
komponen utama dibanding komponen lainnya
dalam penerimaan asli daerah kabupaten/kota
seluruh Indonesia, seperti yang tampak pada
Gambar 1. Selain itu, variabel basis dari suatu
pajak dapat ditentukan dengan jelas sehingga
perhitungan ekspektasi pajak akan menjadi le-
bih tepat.

Selanjutnya, terlebih dahulu akan diidenti-
fikasi variabel indeks upaya pemungutan pa-
jak kabupaten/kota di Indonesia pada rentang
waktu tersebut. Hal ini mengacu pada catat-
an dari beberapa studi sebelumnya, yaitu Ara-
gon dan Gayoso (2005); serta Rajaraman dan
Vasishtha (2000) yang menggunakan variabel
lain sebagai proksi upaya pemungutan pajak,
menemukan bahwa penggunaan variabel proksi
memiliki beberapa kelemahan. Pertama, peng-
gunaan proksi upaya pemungutan pajak dida-
sarkan pada suatu asumsi kuat bahwa peru-
bahan dalam variabel proksi (misalnya varia-
bel penerimaan pajak per kapita) sepenuhnya
dapat dijelaskan karena variasi dari upaya pe-
merintah dalam mengumpulkan pajak. Kedua,

penggunaan variabel proksi berpeluang untuk
menciptakan hasil analisis yang bias serta hu-
bungan dua arah antara variabel proksi yang
dipakai pada umumnya dengan transfer dari
pusat. Ini terjadi karena transfer pusat secara
besaran memang berbeda antar-pemerintahan
lokal tergantung dari kapasitas pajak suatu da-
erah.

Hubungan Transfer dengan Upaya Pe-
mungutan Pajak

Hubungan antara transfer pusat ke daerah de-
ngan upaya pemungutan pajak bukanlah suatu
isu yang baru dalam ranah kebijakan publik.
Menurut literatur keuangan negara, terdapat
dua teori utama yang menjelaskan hubungan
ini. Yang pertama, seperti yang dirangkum Ra-
ich (2001), ialah model rasional yang berargu-
men bahwa kenaikan transfer akan mencipta-
kan efek disinsentif terhadap upaya pemungut-
an pajak lokal. Hal ini disebabkan karena pe-
merintah yang rasional akan berusaha menca-
pai kondisi hasil yang baik dengan usaha yang
lebih kecil sehingga lebih bergantung kepada
transfer dari pusat daripada menanggung biaya
sosial dan biaya pengumpulan dari pengenaan
pajak.

Model lain yang mendukung model rasio-
nal ini dikembangkan oleh Aragon dan Gayoso
(2005) sebagai modifikasi atas model penyedi-
aan barang publik (Zhuravskaya, 2000). Mo-
del ini mengasumsikan bahwa pemerintah lo-
kal bertindak rasional dengan tujuan memaksi-
malkan keuntungan yang diturunkan dari fung-
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Gambar 1: Proporsi Realisasi Penerimaan Pajak terhadap PAD (Proporsi Total Penerimaan Pajak dari
Total PAD: Realisasi APBD 2005–2008)

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

si penerimaan penyediaan barang publik beru-
pa popularitas dan dukungan politik yang ber-
bentuk meningkat dan cembung. Seiring de-
ngan kenaikan transfer, belanja pemerintah se-
bagai output dari pemerintah lokal juga akan
naik. Semakin tinggi tingkat belanja pemerin-
tah, maka penerimaan politik marjinal akan
berkurang sehingga pada akhirnya mendisin-
sentif upaya fiskal dari pemerintah daerah ter-
sebut.

Teori kedua didasarkan pada model birokra-
tik dalam model flypaper effect. Menurut mo-
del ini, pemerintah akan lebih memilih un-
tuk membelanjakan dana transfer dibanding-
kan dengan menggunakannya sebagai substi-
tusi atas pajak lokal. Walaupun pemerintah
memiliki hak dalam penggunaan dana transfer
khususnya dana transfer yang bersifat umum,
namun terdapat keuntungan politis yang le-
bih besar untuk meningkatkan belanja barang
publik daripada pengurangan minor atas pa-
jak. Selanjutnya di tahun 2004, Besfamille dan
Sanguinetti mencoba membangun suatu mo-

del teoritis yang dapat menjelaskan hubungan
jenis transfer dengan upaya pemungutan pa-
jak lokal. Mereka membagi penggunaan sum-
ber daya pemerintah lokal dalam dua hal: 1)
investasi dalam reformasi pajak dan 2) nego-
siasi dengan pemerintah pusat untuk menda-
patkan sejumlah discretionary transfers1. Pre-
posisi penting hasil studi ini ialah bahwa ketika
jenis transfer yang bersifat discretionary tran-

sfers turun, maka usaha lobi pun akan turun.
Dengan kata lain, jika pemerintah pusat dapat
memberikan kepastian berapa jumlah transfer
yang didapatkan daerah, upaya lobi akan tu-
run dan sumber daya daerah akan digunakan
untuk reformasi pajak sehingga upaya pemu-
ngutan pajak daerah akan menuju tingkat op-
timal.
Walaupun bukan isu yang baru, namun hing-

1Discretionary transfers: transfer yang diberikan
oleh pemerintah pusat dalam jumlah yang belum diatur
dalam anggaran sehingga tidak ada formula yang pasti
dalam alokasi ke daerah. (Besfamille dan Sanguinetti,
2004).
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ga saat ini belum ada konsensus tentang ba-
gaimana sebenarnya arah respons upaya pemu-
ngutan pajak lokal sebagai akibat dari transfer.
Keterbatasan teori inilah yang menyebabkan
studi empiris menjadi bagian yang penting da-
lam studi topik ini.

Beberapa studi mengenai dampak transfer
terhadap upaya pemungutan pajak lokal telah
dilakukan di berbagai negara meskipun masih
menggunakan variabel proksi pendapatan lo-
kal. Aragon dan Gayoso (2005) dalam studinya
di Peru mendapatkan bahwa transfer mendo-
rong penurunan upaya fiskal kabupaten/kota
di negara tersebut yang digambarkan dengan
pajak lokal per kapita. Hasil yang serupa dida-
patkan di Meksiko oleh Raich (2001), walaupun
hanya dengan metode studi deskriptif. Selan-
jutnya, terdapat juga studi yang sudah mem-
pertimbangkan jenis transfer, yaitu studi Ra-
jaraman dan Vasishtha (2000) di India yang
mendapatkan bahwa sekalipun koefisien regre-
si pajak lokal terhadap total transfer bernilai
positif, namun koefisien regresi pajak lokal de-
ngan jenis transfer umum (block grants) berni-
lai negatif. Di Indonesia sendiri, studi Kuncoro
(2004) menemukan bahwa pada periode 1988
hingga 2002, transfer dari pusat secara signi-
fikan meningkatkan PAD per kapita kabupa-
ten/kota.

Metode

Studi ini menggunakan metode pengolahan da-
ta panel dengan jumlah unit individu seba-
nyak 330 kabupaten/kota, serta unit waktu da-
ri tahun 2005 hingga 2008. Pemilihan 330 ka-
bupaten/kota didasarkan pada data kabupa-
ten/kota menurut Kementerian Dalam Negeri
yang tidak mengalami penggabungan ataupun
pemekaran sepanjang rentang waktu tersebut.

Secara umum tahapan studi yang dilakuk-
an adalah pertama, kalkulasi indeks upaya pe-
mungutan pajak lokal (local tax effort) dengan
metode pendekatan regresi. Untuk mendapatk-
an indeks upaya pemungutan pajak, pertama-

tama dilakukan analisis regresi untuk menda-
patkan koefisien regresi dari persamaan eks-
pektasi pajak. Dengan koefisien tersebut, ke-
mudian dilakukan estimasi nilai ekspektasi pa-
jak suatu daerah. Selanjutnya, nilai ekspekta-
si pajak yang telah dibandingkan dengan Pro-
duk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah
tersebut, digunakan dalam mengalkulasi indeks
upaya pemungutan pajak lokal (tax effort in-

dex ). Kedua, meregresi indeks upaya pemu-
ngutan pajak terhadap variabel transfer peme-
rintah ke daerah dan variabel lainnya. Angka
indeks yang didapatkan pada tahapan perta-
ma selanjutnya menjadi variabel terikat yang
digunakan dalam persamaan dampak transfer
terhadap upaya pemungutan pajak.

Model Upaya Pemungutan Pajak Lokal

Eltony (2000) menyatakan bahwa perbanding-
an indeks upaya pemungutan pajak antar-
entitas ekonomi dapat menunjukkan apakah se-
cara relatif penerimaan pajak di wilayah terse-
but rendah dikarenakan kapasitas yang rendah
atau dikarenakan ketidaksediaan dan ketidake-
fisienan menggunakan kapasitas yang ada.

Model upaya pemungutan pajak yang di-
gunakan dalam studi ini didasarkan pada pe-
ngertian umum dari upaya pemungutan pajak
dalam literatur ekonomi publik yang juga di-
gunakan dalam studi sebelumnya seperti Bahl
(1971) dan Chelliah et al. (1975), yaitu perban-
dingan antara actual tax dengan potential tax

(nilai estimasi pajak potensi). Secara khusus,
dalam studi terdahulu, beberapa peneliti seper-
ti Eltony (2000) mendefinisikan pajak dalam
bentuk proporsi atau share terhadap PDRB.

Bentuk rasio pajak digunakan untuk meng-
akomodasi nilai uang antar-waktu, serta ka-
rakteristik antar-individu dalam studi yang
berbeda-beda. Pada studi ini, nilai ekspekta-
si pajak akan digunakan sebagai proksi terha-
dap nilai potensi pajak. Dengan demikian, ben-
tuk persamaan indeks upaya pemungutan pa-
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jak (tax effort (TE)) ialah:

TEPD =
RasioRealisasiPPD

RasioEkspektasiPPD

dengan:
TEPD = Tax Effort Pajak Daerah
PPD = Penerimaan Pajak Daerah

Jika indeks bernilai kurang dari 1, artinya
penerimaan pajak aktual lebih rendah dari eks-
pektasi pajak yang diestimasi dengan basis pa-
jak tertentu. Sebaliknya jika lebih dari 1 ber-
arti penerimaan pajak aktual lebih tinggi di-
bandingkan dengan ekspektasi pajak yang di-
estimasi dengan basis pajak tertentu. Dalam
studi ini, ekspektasi pajak akan diestimasi de-
ngan persamaan pajak ekspektasi yang terdiri
dari basis pajak yang sama untuk seluruh ka-
bupaten/kota yang menggambarkan beberapa
pajak lokal utama. Oleh sebab itu, nilai indeks
yang didapatkan bersifat relatif, yaitu hanya
akan memiliki arti jika dibandingkan dengan
angka indeks yang didapatkan dari metode dan
persamaan yang serupa, baik itu perbanding-
an antar-daerah maupun antar-waktu. Misal-
kan suatu daerah memiliki nilai indeks yang le-
bih tinggi dibandingkan daerah lainnya, maka
dapat dikatakan dengan ekspektasi pajak yang
diestimasi dengan variabel basis pajak yang sa-
ma, upaya pemungutan pajak di daerah terse-
but lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.
Menurut Besfamille dan Sanguinetti (2004),

pendekatan upaya pemungutan pajak dengan
membandingkan pajak aktual dan pajak po-
tensi memiliki kelemahan, yaitu dalam perio-
de waktu tersebut sebenarnya pendapatan pa-
jak akan dipengaruhi banyak variabel lain yang
berada di luar kontrol dari pemerintah dae-
rah dan juga tidak dapat dikontrol oleh model
pajak potensi. Namun, pendekatan ini masih
lebih baik jika dibandingkan dengan member-
lakukan suatu asumsi yang sangat kuat bah-
wa PDRB merupakan ukuran dari potensi pa-
jak ataupun menggunakan variabel lain seper-
ti Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau pajak
per kapita sebagai proksi dari potensi pajak.

Selanjutnya, dalam mengalkulasi indeks ini di-
gunakan metode pendekatan regresi yang juga
merupakan metode umum dalam kalkulasi in-
deks upaya pemungutan pajak pada studi se-
belumnya seperti Bahl (1971), Eltony (2000),
dan Chelliah et al. (1975).

Persamaan ekspektasi pajak yang diguna-
kan dalam mengestimasi ekspektasi penerima-
an pajak daerah adalah:

lnrtaxit = α+ β1lnrfit + β2lnrnfit

+ β3lnrmit + β4lnrnhit

+ µ (1)

Berdasarkan pengamatan data rincian pajak
kabupaten/kota pada kurun waktu 2005 hing-
ga 2008, lima pajak kabupaten/kota terbesar,
dengan proporsi sekitar 80% dari total pene-
rimaan pajak untuk seluruh kabupaten/kota
di Indonesia ialah pajak penerangan jalan, pa-
jak hotel, pajak restoran, pajak galian golong-
an C, serta pajak reklame. Kelima pajak ini
walaupun dengan proporsi yang berbeda, na-
mun memiliki tren dominan di seluruh kabu-
paten/kota. Berdasarkan data tersebut, ma-
ka model estimasi ekspektasi pajak yang di-
bangun terdiri dari variabel-variabel basis pa-
jak dari kelima jenis pajak tersebut. Penjelas-
an mengenai definisi operasional dari variabel
yang digunakan dalam Persamaan (1) ada pa-
da Tabel 2.

Model Dampak Transfer terhadap Upaya
Pemungutan Pajak

Setelah indeks upaya pemungutan pajak dikal-
kulasi, maka indeks tersebut menjadi variabel
bebas dalam persamaan kedua, yaitu model
dampak transfer terhadap upaya pemungutan
pajak. Model yang digunakan dalam studi ini
merupakan modifikasi dari model yang digu-
nakan dalam studi oleh Aragon dan Gayoso
(2005) di Peru dan oleh Rajaraman dan Vasish-
tha (2000) di Kerala, India. Dengan meneliti
dan mempertimbangkan keterbatasan dan ca-
tatan dari studi sebelumnya, maka model yang
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dibangun dalam persamaan ini untuk menga-
nalisis dampak transfer terhadap upaya pemu-
ngutan pajak ialah:

lnTEit = α+ β1lndapercapit

+ β2lnpopit + β3lnareait

+ β4urbanit + β5povtit

+ dstatus+ djawa+ µ (2)

lnTEit = α+ β1lnDAUcapit

+ β2lnDAKcapit

+ β3lnDBHcapit + β2lnpopit

+ β3lnareait + β4urbanit

+ β5povtit + dstatus

+ djawa+ µ (3)

Pada Persamaan (2), dana transfer pusat ke
daerah digambarkan dengan variabel dana per-
imbangan, namun selanjutnya dalam Persama-
an (3) variabel dana perimbangan tersebut di-
dekomposisi menurut komponen penyusunnya,
yaitu DAU, DAK, dan DBH. Variabel penjelas
lainnya ditentukan dengan mempertimbangk-
an variabilitas kemampuan wajib pajak dan
kemampuan aparat pajak. Kemampuan wajib
pajak menjadi dasar dalam memasukkan varia-
bel jumlah penduduk, proporsi penduduk mis-
kin, dan penduduk yang tinggal di daerah per-
kotaan sebagai variabel bebas. Semakin banyak
jumlah penduduk, penduduk yang tinggal di
perkotaan, serta penduduk yang tidak tergo-
long miskin, maka diduga kemampuan masya-
rakat setempat untuk memenuhi kewajiban pa-
jak semakin tinggi.

Di samping itu, persamaan juga memasuk-
kan variabel luas wilayah, serta status kabu-
paten/kota yang bersangkutan untuk mem-
pertimbangkan kemampuan aparat pajak. Se-
makin luas cakupan administratif suatu dae-
rah, maka diperlukan upaya pemungutan pajak
yang lebih besar. Selanjutnya, jenis pajak lokal
yang sebagian besar adalah pajak yang berhu-
bungan dengan sektor jasa mendorong upaya
pemungutan pajak diduga juga akan berkaitan

dengan status administratif suatu daerah, ser-
ta tingkat kemajuan ekonomi daerah tersebut.
Definisi operasional dari tiap variabel pada mo-
del kedua ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Metode Pengumpulan Data dan Analisis
Data

Data yang digunakan dalam studi ini merupak-
an data sekunder termasuk di dalamnya da-
ta hasil olahan dari data mentah Survei Sosial
Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang diadakan
Biro Pusat Statistik (BPS). Sumber peroleh-
an data ialah Kementerian Keuangan serta be-
berapa laporan dari BPS seperti data dan in-
fo kemiskinan di Indonesia dan provinsi dalam
angka. Secara umum, jenis data dalam studi ini
adalah data kuantitatif.

Pendekatan yang digunakan untuk menges-
timasi parameter model dalam model ekspek-
tasi pajak dan model dampak transfer terha-
dap upaya pemungutan pajak adalah pende-
katan data panel. Hasil pengujian pemilihan
teknik dalam pengolahan data panel menun-
jukkan bahwa untuk persamaan ekspektasi pa-
jak, pendekatan yang digunakan adalah pende-
katan fixed effect, sedangkan untuk persamaan
dampak transfer terhadap upaya pemungutan
pajak menggunakan pendekatan random effe-

ct. Selanjutnya, dalam persamaan ekspektasi
pajak diduga terdapat masalah heteroskedasi-
tisitas sehingga diatasi dengan menggunakan
robust standard error dalam estimasi hasil per-
samaan.

Hasil dan Analisis

Model Ekspektasi Pajak

Model ekspektasi pajak adalah model yang di-
gunakan untuk mengestimasi nilai pajak yang
diterima berdasarkan basis pajak tertentu, se-
bagai salah satu langkah dalam kalkulasi in-
deks upaya pemungutan pajak suatu daerah
dengan meregresi nilai pajak aktual terhadap
variabel bebas yang dapat menggambarkan ba-
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sis pajak di daerah tersebut. Hasil pengolahan
data tampak pada Tabel 4.

Secara kriteria statistik, hasil pengolahan
data model ekspektasi pajak menunjukkan
bahwa variabel bebas secara bersama-sama da-
lam model memengaruhi variabel terikat secara
signifikan. Keseluruhan koefisien yang dihasil-
kan dalam pengolahan data sesuai dengan hi-
potesis awal, yaitu bahwa variabel yang meng-
gambarkan basis pajak akan memengaruhi va-
riabel indikator penerimaan pajak aktual di da-
erah secara positif dan signifikan.

Konsumsi makanan dapat mendorong pene-
rimaan pajak aktual karena menurut definisi
BPS, konsumsi makanan mencakup konsumsi
makanan jadi di restoran yang menjadi basis
pajak restoran, serta konsumsi makanan jadi
lain dan tembakau yang menjadi proksi basis
pajak reklame. Hal yang sama juga terjadi pa-
da konsumsi non-makanan. Hubungan ini da-
pat dijelaskan karena di dalam definisi konsum-
si non-makanan meliputi konsumsi listrik yang
menjadi basis dari pajak penerangan jalan. Se-
lain itu, hampir sebagian besar komponen kon-
sumsi non-makanan seperti pakaian dan per-
alatan sehari-hari juga dapat menjadi proksi
dari basis pajak reklame. Kedua hasil ini se-
jalan dengan hasil studi sebelumnya yang juga
telah menggunakan variabel konsumsi makan-
an dan variabel konsumsi non-makanan, yai-
tu studi Retno (2007) dan Mahi (2011). Yang
perlu diperhatikan ialah bahwa kedua variabel
konsumsi ini, baik konsumsi makanan maupun
non-makanan, merupakan variabel umum yang
dipakai untuk menjadi proksi dari konsumsi ba-
rang dan jasa khusus seperti makanan jadi di
restoran sebagai basis dari pajak restoran, kon-
sumsi listrik sebagai basis dari pajak penerang-
an jalan, dan konsumsi barang jadi lain yang
dapat menjadi basis dari pajak reklame.

Selanjutnya, untuk dua variabel lain, yaitu
lnrm dan lnrh memiliki koefisien bernilai po-
sitif yang lebih besar dibandingkan dengan dua
variabel konsumsi sebelumnya. Kedua variabel
ini berkontribusi cukup besar ke dalam pening-

katan rasio penerimaan pajak karena merupa-
kan variabel proksi dari basis pajak yang sudah
tergolong spesifik. Untuk proporsi sektor hotel
terhadap PDRB merupakan basis dari pajak
hotel yang memang dikenakan kepada setiap
nilai transaksi jual beli di sektor hotel. Semen-
tara itu, proporsi sektor penggalian terhadap
PDRB merupakan basis dari pajak bahan gali
golongan C yang dikenakan kepada setiap pro-
ses pengambilan bahan galian di daerah terse-
but.

Kalkulasi dan Penjelasan Perhitungan
Upaya Pemungutan Pajak

Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian me-
todologi, hasil regresi persamaan ekspektasi
pajak digunakan untuk memprediksi nilai rasio
ekspektasi pajak yang dilakukan dengan pro-
gram STATA. Nilai ini yang kemudian menjadi
input untuk mendapatkan upaya pemungutan
pajak melalui Persamaan (4).

TEPD =
RasioRealisasiPPDi,t

RasioEkspektasiPPDi,t

(4)

dengan:
TEPD = Tax Effort Pajak Daerah
PPD = Penerimaan Pajak Daerah
i = kabupaten/kota
t = tahun

Nilai indeks upaya pemungutan pajak (tax
effort) yang didapat dari kalkulasi metode re-
gresi ini menggambarkan seberapa besar kabu-
paten/kota yang bersangkutan telah memanfa-
atkan ekspektasi pajak yang ada di daerahnya
dengan basis pajak tertentu, jika dibanding-
kan secara relatif dengan daerah lain. Ekspek-
tasi pajak dalam hal ini diukur melalui estimasi
penerimaan pajak melalui regresi variabel basis
pajak rata-rata seluruh daerah.

Untuk memperjelas deskripsi, hasil kalkulasi
upaya pemungutan pajak kabupaten/kota ak-
an dibagi berdasarkan kawasan pulau yaitu 1)
Sumatera, 2) Jawa dan Bali, 3) Kalimantan,
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4) Nusa Tenggara, 5) Sulawesi, dan 6) Maluku
dan Papua

Secara umum, upaya pemungutan pajak se-
cara nasional yang didapatkan dari kalkulasi
dalam studi ini mengalami tren yang cukup
fluktuatif, namun tetap berkisar di antara ang-
ka 1,2 hingga 1,3 seperti yang tampak pada
Gambar 2.

Dari tahun 2005 ke 2006, upaya pemungutan
pajak mengalami peningkatan dari angka 1,25
ke 1,29 kemudian mengalami penurunan kem-
bali di tahun 2007 ke level 1,27 yang selanjut-
nya kembali mengalami peningkatan yang cu-
kup berarti hingga menyentuh angka di atas
1,3 yaitu 1,357. Secara nasional, kenaikan in-
deks upaya pemungutan pajak ini mungkin sa-
lah satunya disebabkan oleh semakin digiat-
kannya reformasi perpajakan secara nasional.
Reformasi ini secara tidak langsung turut me-
ningkatkan upaya aparat dalam menggali po-
tensi yang ada di daerahnya, sehingga mendo-
rong penerimaan pajak aktual daerah.

Pada tahun 2005, upaya pemungutan pajak
tertinggi dicapai oleh kabupaten/kota di Sula-
wesi diikuti oleh daerah tingkat II yang ber-
ada di kepulauan Maluku dan pulau Papua
(Gambar 2). Indeks upaya pemungutan pajak
terendah terjadi di Kalimantan di mana rata-
rata upaya pemungutan pajak kabupaten/kota
di pulau tersebut bahkan berada di angka ku-
rang dari 1, yang berarti bahwa jika diban-
dingkan dengan daerah lain, tidak semua nilai
pajak yang diekspektasi dengan basis terten-
tu sudah dimanfaatkan di daerah tersebut. Di
tahun 2006, secara umum tidak mengalami ba-
nyak perubahan (Gambar 3). Kabupaten/kota
di Sulawesi tetap merupakan daerah dengan in-
deks upaya pemungutan pajak yang tertinggi,
namun terjadi sedikit pergeseran di kawasan
Maluku dan Papua, serta Nusa Tenggara. Jika
tahun sebelumnya, Maluku dan Papua memi-
liki rata-rata indeks upaya pemungutan pajak
1,4, pada tahun 2006 ini secara rata-rata ka-
wasan ini mengalami penurunan hingga angka
1,037. Di saat yang sama, seperti halnya Sula-

wesi, kabupaten/kota di kawasan Nusa Teng-
gara mengalami peningkatan dari 1,35 ke 1,39
sehingga menjadi kawasan dengan rata-rata in-
deks upaya pemungutan pajak tertinggi setelah
Sulawesi.

Pada tahun 2007, rata-rata upaya pemu-
ngutan pajak tertinggi tetap dicapai oleh kabu-
paten/kota di kawasan Sulawesi, walaupun se-
cara nominal mengalami penurunan dari angka
1,77 ke 1,61. Berikutnya seperti yang tampak
pada Gambar 4 dan 5, kabupaten/kota di Jawa
dan Bali mengalami peningkatan yang cukup
berarti sehingga mencapai angka 1,38. Yang
menarik adalah untuk pertama kalinya di ta-
hun ini, Kalimantan yang dua tahun terakhir
memiliki indeks upaya pemungutan pajak rata-
rata di bawah 1 memiliki indeks lebih dari 1
yaitu 1,04.

Selanjutnya di tahun 2008, hampir semua
kawasan mengalami peningkatan dalam indeks
upaya pemungutan pajak seperti yang tercer-
min dalam deskriptif upaya pemungutan pajak
secara nasional. Bahkan untuk kabupaten/kota
di kawasan Maluku dan Papua mengalami ke-
naikan yang signifikan, yaitu dari 1,03 di tahun
2007 menjadi 1,62 di tahun 2008. Hanya sa-
tu kawasan yang secara rata-rata indeks upaya
pemungutan pajaknya mengalami penurunan,
yaitu Kalimantan yang kembali ke angka di ba-
wah 1, yaitu 0,96.

Dengan mengamati pergerakan sepanjang
tahun 2005 hingga 2008, dapat disimpulkan
bahwa rata-rata setiap kawasan memiliki in-
deks upaya pemungutan pajak yang pergera-
kannya tidak terlalu bervariasi (Gambar 6).
Dari Gambar 6, dapat kita lihat bahwa kawas-
an dengan kabupaten/kota yang memiliki rata-
rata indeks upaya pemungutan pajak terting-
gi adalah Sulawesi, sebaliknya yang memiliki
rata-rata indeks upaya pemungutan pajak ter-
endah adalah Kalimantan. Selanjutnya, kawas-
an Maluku dan Papua merupakan kawasan de-
ngan variasi yang cukup besar sepanjang tahun
2005 hingga 2008. Setelah mengalami penurun-
an pada periode waktu 2005 ke 2006, indeks
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Gambar 2: Upaya Pemungutan Pajak Nasional

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

upaya pemungutan pajak kawasan ini kemudi-
an kembali mengalami peningkatan yang cu-
kup besar di tahun 2008 dan menjadi kawasan
dengan indeks upaya pemungutan pajak kedua
tertinggi setelah Sulawesi.

Analisis Upaya Pemungutan Pajak Dae-
rah (Local Tax Effort)

Berdasarkan hasil studi ini, pada rentang wak-
tu tahun 2005 hingga 2008, kawasan Sulawe-
si memiliki rata-rata indeks upaya pemungut-
an pajak yang paling tinggi dibandingkan ka-
wasan lain. Tren ini sebenarnya sudah mulai
tampak sejak tahun 2003 dalam studi Retno
(2007). Dalam studinya ini, walaupun meng-
gunakan bentuk persamaan ekspektasi pajak
yang berbeda, didapatkan gambaran bahwa ka-
bupaten/kota di wilayah Sulawesi sudah men-
capai indeks upaya pemungutan pajak yang le-
bih tinggi daripada rata-rata nasional. Indika-
tor jalannya pemerintahan yang baik juga da-
pat dilihat dari indeks persepsi korupsi yang
dikeluarkan secara berkala oleh lembaga Trans-
parency International Indonesia (TII). Di ta-
hun 2004, dari 21 kota yang disurvei, kota besar
di Sulawesi, yaitu Makassar dan Manado, me-

miliki rata-rata indeks persepsi korupsi (IPK)
terbaik dibandingkan kota besar di kawasan la-
in, yaitu 5,2 dengan kategori 0 sangat korup
dan 10 sangat bersih. Kondisi ini juga terjadi
pada survei berikutnya di tahun 2006, di ma-
na dua kota yang disurvei, yaitu Makassar dan
Pare-Pare mencapai rata-rata IPK 5,45 (Gam-
bar 8).

Dalam melakukan analisis deskriptif ini, se-
belumnya dilakukan pengujian apakah terda-
pat daerah yang memiliki indeks upaya pemu-
ngutan pajak yang tergolong outlier. Akhir-
nya setelah melakukan perhitungan nilai batas
maksimum dan outlier dengan program STA-

TA, terdapat 31 observasi yang berada di lu-
ar batas maksimum nilai indeks upaya pemu-
ngutan pajak (outlier). Kabupaten/kota yang
secara konsisten dalam rentang periode 2005
hingga 2008 memiliki nilai indeks tersebut ia-
lah Deli Serdang, Kendal, Pangkajene dan Ke-
pulauan, serta Kota Cilegon.

Beberapa faktor yang dapat menjelaskan
tingginya upaya pemungutan pajak di bebe-
rapa kabupaten/kota tersebut ialah faktor bi-
rokrasi dan administrasi maupun faktor po-
tensi ekonomi yang memang besar sehingga
dapat meningkatkan basis penerimaan pajak



Ruth N./Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat... 179

Gambar 3: Upaya Pemungutan Pajak Tahun 2005

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

lokal. Sebagai contoh adalah Kabupaten De-
li Serdang yang memang terkenal sebagai ka-
bupaten dengan keanekaragaman sumber da-
ya yang besar sekaligus, komitmen pemerin-
tahnya untuk memaksimalkan seluruh poten-
si yang ada. Salah satu wujud komitmen pe-
merintah Kabupaten Deli Serdang ditunjukkan
dengan terus ditingkatkannya kerja sama pe-
merintah daerah dengan kepolisian daerah Po-
lda Sumatera Utara melalui nota kesepakatan
untuk menertibkan praktik usaha galian C tan-
pa izin dengan menggunakan pengimplementa-
sian Undang-Undang No. 4 tahun 2003 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Repu-
blik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusa-
haan Perseroan (Persero).

Usaha menciptakan administrasi yang baik
juga dilakukan oleh pemerintah daerah Kabu-
paten Kendal. Sejak tahun 2005, pemerintah
Kendal telah melaksanakan Proses Perijinan
Satu Atap (One Stop Service) melalui kantor
unit pelayanan terpadu. Yang juga perlu men-
jadi catatan khusus ialah sejak tahun 2006 te-
lah dibentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kendal, walaupun seperti yang dilansir media
Kompas (Herusansono, 2011), sejak dua tahun
lalu pengembangan kawasan ini belum optimal
karena kurangnya infrastruktur penunjang ka-
wasan. Pendekatan serupa dilakukan oleh pe-
merintah kota Cilegon. Dengan karakteristik
perekonomian daerah yang memang banyak
bertumpu pada sektor perdagangan, hotel dan
restoran, serta sektor industri, pemerintah ko-
ta Cilegon merupakan salah satu pemerintahan
yang aktif mengeluarkan peraturan daerah un-
tuk mendukung undang-undang mengenai pa-
jak daerah di tingkat nasional.

Sisi yang berbeda dapat dilihat pada Ka-
bupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pang-
kep) yang memiliki keuntungan geografis di-
bandingkan daerah lainnya di Sulawesi. Kabu-
paten ini memiliki perairan yang lebih luas di-
bandingkan daratannya dengan perbandingan
1 berbanding 17. Dengan jenis pajak kabupa-
ten/kota yang kebanyakan dipungut atas kegi-
atan ekonomi di daratan, maka kondisi geografi
ini memudahkan pemerintah Kabupaten Pang-
kep dalam melakukan usaha pengumpulan pa-
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Gambar 4: Upaya Pemungutan Pajak Tahun 2006

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Gambar 5: Upaya Pemungutan Pajak Tahun 2007

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

jak. Hal ini didukung dengan kekayaan sumber
daya alam yang dimiliki seperti pegunungan
kapur sebagai penghasil ribuan ton batu ka-
pur dan bahan baku semen, serta marmer. Ke-
kayaan alam ini berhasil menarik perusahaan
pengolahan bahan galian yang pada akhirnya
membayar pajak yang memberikan sumbangan
bagi kas daerah.

Model Dampak Transfer terhadap Upaya
Pemungutan Pajak Lokal

Hasil pengolahan data pada model dampak
transfer terhadap upaya pemungutan pajak lo-
kal terlampir dalam Tabel 5.

Maka selanjutnya akan dibahas analisis sing-
kat masing-masing pengaruh variabel bebas
terhadap variabel upaya pemungutan pajak,
selain variabel yang menggambarkan transfer
pemerintah pusat.

Pertama, Pengaruh Jumlah Penduduk
terhadap Upaya Pemungutan Pajak
Hasil estimasi kedua persamaan memperlihat-
kan bahwa ketika rata-rata jumlah penduduk
di suatu kabupaten/kota naik sebesar 1%, ma-
ka upaya pemungutan pajak akan naik secara
rerata sebesar 0,24%. Dengan kata lain, jumlah
populasi yang semakin banyak akan berdam-
pak positif terhadap upaya suatu daerah untuk
menggali setiap ekspektasi pajak di daerah-
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Gambar 6: Upaya Pemungutan Pajak Tahun 2008

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

nya. Artinya, untuk kabupaten/kota di Indone-
sia, penduduk lebih berfungsi sebagai pening-
kat ekspektasi basis pajak lokal daripada se-
bagai penghalang dalam proses pengumpulan
pajak. Hal ini sejalan dengan studi Rajaraman
dan Vasishtha (2000) di Kerala, India yang me-
nyatakan bahwa seiring dengan pertambahan
jumlah penduduk, maka variabel pendapatan
asli daerah per kapita sebagai proksi dari upaya
pemungutan pajak suatu daerah pun semakin
besar.

Kedua, Pengaruh Luas Wilayah terha-
dap Upaya Pemungutan Pajak
Dari dua persamaan di atas, didapatkan bah-
wa koefisien lnarea bernilai negatif. Artinya de-
ngan asumsi variabel bebas lain tetap, keti-
ka luas wilayah suatu kabupaten/kota sema-
kin besar, maka upaya pemerintah daerah ter-
sebut untuk mengumpulkan pajak dari setiap
ekspektasi pajak yang ada menjadi semakin ke-
cil.

Hasil estimasi ini dapat juga menjadi penje-
lasan mengapa upaya pemungutan pajak rata-
rata kabupaten/kota di Kalimantan relatif le-
bih rendah dibandingkan dengan daerah lain
di Indonesia. Luas wilayah Kalimantan secara
rata-rata merupakan yang kedua terbesar sete-

lah kawasan Maluku dan Papua. Hal ini menja-
di salah satu faktor yang dapat mendorong ter-
ciptanya indeks upaya pemungutan pajak yang
lebih rendah dibandingkan kawasan lain.

Ketiga, Pengaruh Populasi Perkotaan
terhadap Upaya Pemungutan Pajak
Dari dua tabel terdahulu dapat kita lihat bah-
wa proporsi penduduk yang tinggal di daerah
perkotaan tidak signifikan memengaruhi per-
tumbuhan dari upaya pemungutan pajak sua-
tu kabupaten/kota. Hal ini kemungkinan dise-
babkan oleh perilaku upaya pemungutan pajak
yang berbeda bukan terletak pada tingkat wi-
layah perkotaan ataupun pedesaan, karena jika
wilayah masih berada dalam satu daerah admi-
nistratif yang sama, entah satu kabupaten atau
satu kota, maka pemerintah berwenang yang
bertanggung jawab dalam pemungutan pajak
pun merupakan oknum yang sama.

Keempat, Pengaruh Proporsi Pendu-
duk Miskin terhadap Upaya Pemungut-
an Pajak
Hasil pengolahan kedua persamaan menyata-
kan bahwa tingkat kemiskinan secara negatif
memengaruhi pertumbuhan upaya pemungut-
an pajak kabupaten/kota. Perilaku ini dapat
dijelaskan dengan dua pendekatan. Pertama ia-
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Gambar 7: Upaya Pemungutan Pajak Berdasarkan Kawasan Pulau

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

lah bahwa pemerintah lebih sulit untuk memu-
ngut pajak dari rumah tangga miskin daripada
rumah tangga dengan pendapatan menengah
ke atas. Misalnya saja untuk pajak penerangan
jalan yang dibayarkan sebagai bagian dari re-
kening listrik bulanan. Banyak keluarga miskin
tetap memakai listrik, namun berstatus ilegal
sehingga tidak membayar rekening listrik atau-
pun membayar pajak yang merupakan bagian
di dalamnya.

Penjelasan kedua ialah perilaku dari pendu-
duk miskin sendiri yang jarang, bahkan hampir
tidak pernah menggunakan jasa yang menjadi
objek dari pajak lokal seperti restoran atau-
pun hotel. Misalnya, secara agregat, konsum-
si makanan dan non-makanan penduduk mis-
kin tetap meningkatkan basis pajak suatu dae-
rah namun alokasi konsumsi makanan dan non-
makanan mereka memang tidak dipergunakan
untuk menggunakan jasa hotel, restoran, dan

rekreasi sehingga penerimaan pajak secara ak-
tual menjadi rendah.

Kelima, Pengaruh Status Administra-
tif Kabupaten/Kota terhadap Upaya Pe-
mungutan Pajak
Pengaruh status administratif apakah daerah
tersebut merupakan kabupaten atau kota ter-
nyata secara signifikan memengaruhi upaya pe-
mungutan pajak suatu daerah. Hasil estimasi
memberikan gambaran bahwa jika status da-
erah tersebut merupakan kota (dummy berni-
lai 1), maka median indeks upaya pemungutan
pajak di daerah tersebut akan rata-rata lebih
rendah 32% jika dibandingkan daerah lain de-
ngan karakteristik variabel bebas lain yang sa-
ma, namun berstatus sebagai kabupaten.

Penjelasan mengenai hal ini dapat dikaitkan
dengan jenis pajak kabupaten/kota yang se-
bagian besar merupakan pajak yang berbasis
pada kegiatan konsumsi dan perekonomian di
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Gambar 8: Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2004

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

wilayah kota. Hal ini menyebabkan pemerin-
tah dengan status administratif harus menge-
luarkan usaha yang lebih besar dalam mengga-
li setiap potensi pajak di wilayah mereka yang
tentunya secara rata-rata akan lebih besar di-
bandingkan potensi pajak lokal di wilayah yang
berstatus sebagai kabupaten. Sebagai contoh,
hasil studi mengenai analisis upaya pengum-
pulan pajak di kota Depok (Yulianti, 2010) me-
nemukan bahwa walaupun sebagian besar pa-
jak merupakan jenis pajak yang memiliki objek
pajak yang sebagian besar di perkotaan, na-
mun pemerintah daerah tidak mampu menda-
ta, mengawasi, dan mengendalikan baik subjek
maupun objek pajak. Misalnya saja untuk pa-
jak reklame, sarana dan prasarana yang belum
tersedia secara memadai mengakibatkan apa-
rat hanya berfokus pada mengumpulkan pajak
dari reklame yang sudah terdaftar dan tidak
mendata reklame yang tidak terdaftar.

Keenam, Pengaruh Status Jawa dan
Luar Jawa terhadap Upaya Pemungut-
an Pajak
Sama halnya dengan variabel dummy yang per-
tama, variabel dummy yang memperlihatkan
perbedaan status Jawa dan luar Jawa juga se-
cara signifikan memengaruhi upaya pemungut-
an pajak di suatu daerah. Jika suatu daerah
merupakan kabupaten/kota yang berada di Pu-
lau Jawa, maka median indeks upaya pemu-

ngutan pajak di kabupaten/kota tersebut a-
kan lebih rendah 31% jika dibandingkan de-
ngan daerah lain yang berada di luar Jawa, de-
ngan asumsi variabel bebas yang lain dianggap
konstan.

Karakteristik kabupaten/kota di pulau Jawa
sendiri secara umum merupakan daerah yang
lebih maju dan berkembang. Selain itu, sejak
pemberlakuan otonomi daerah di tahun 2000,
wilayah Jawa merupakan wilayah yang paling
sedikit mengalami pemekaran daerah, kecua-
li pada saat pemekaran Jawa Barat menjadi
dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Banten.
Selain itu, karakteristik perekonomian di pu-
lau Jawa lebih maju dibandingkan luar Jawa
dan juga pola administrasi pengumpulan pa-
jak cenderung konstan karena tidak terdistor-
si oleh perubahan aparat pemerintahan akibat
pemekaran daerah. Sementara untuk kabupa-
ten/kota yang berada di luar Jawa, walaupun
indeks upaya pemungutan pajak yang dicapai
secara rata-rata sudah lebih dari angka 1, na-
mun masih ada ekspektasi pajak yang dapat
terus digali oleh pemerintah daerah, baik dari
sisi penyempurnaan administrasi maupun pe-
ningkatan teknologi pengumpulan pajak.

Perkembangan upaya pemungutan pajak di
daerah luar Jawa ini terjadi seiring dengan per-
tumbuhan tingkat konsumsi masyarakat luar
Jawa yang diakibatkan penetrasi yang dilaku-
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Gambar 9: Rata-Rata Luas Wilayah Kabupaten/Kota

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

kan oleh pelaku industri. studi yang dilakukan
Credit Suisse Limited (2011) mengemukakan
bahwa selama beberapa tahun terakhir tingkat
pendapatan per kapita luar Jawa lebih tinggi
dibandingkan masyarakat di Jawa. Namun, se-
kalipun memiliki tingkat pendapatan per kapi-
ta yang tinggi, masyarakat luar Pulau Jawa le-
bih memiliki tingkat tabungan yang tinggi dan
tingkat konsumsi yang rendah. Hal ini mengin-
dikasikan bahwa tingkat konsumsi yang rendah
bukan disebabkan karena ketidakmampuan da-
ya beli melainkan karena kurangnya penetrasi
industri. Seiring dengan pertumbuhan sektor
industri dan pendapatan per kapita masyara-
kat, maka tingkat konsumsi masyarakat juga
akan meningkat.

Selain itu, hasil pengolahan data PDRB juga
menunjukkan bahwa sepanjang rentang waktu
tahun 2005 hingga 2008, pertumbuhan sektor
industri pengolahan serta sektor perdagangan,
hotel dan restoran di luar Jawa lebih tinggi di-
bandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi
di Jawa. Untuk sektor industri pengolahan, da-
ri tahun 2005 hingga 2008, rata-rata pertum-
buhan sektor ini sebesar 4,44% untuk daerah
di Jawa dan 4,47% untuk daerah di luar Jawa.
Hal yang sama terjadi di sektor perdagangan,

hotel dan restoran yang rata-rata tumbuh se-
besar 7% di Jawa dan 7,16% di luar Jawa.

Model kedua yang terbagi menjadi dua per-
samaan merupakan model yang digunakan un-
tuk memenuhi tujuan studi mengetahui dam-
pak dana transfer dari pusat secara keseluruh-
an maupun untuk setiap jenis transfer terha-
dap upaya pemungutan pajak yang dilakukan
kabupaten/kota. Dalam Persamaan (1), varia-
bel transfer pemerintah pusat ditunjukkan de-
ngan variabel lndapercap dan dalam Persama-
an (2) digunakan tiga jenis dana perimbangan,
yaitu lnDAUcap, lnDAKcap dan lnDBHcap.

Berdasarkan hasil pengolahan data dida-
patkan bahwa kenaikan 1% pada dana perim-
bangan per kapita secara rata-rata akan me-
naikkan 0,135% upaya pemungutan pajak di
daerah tersebut. Dengan hasil tersebut, seca-
ra umum dapat dikatakan untuk dana trans-
fer dari pusat dalam bentuk dana perimbang-
an, kekhawatiran akan terjadinya efek samping
dari dana transfer berupa pengurangan upaya
pemungutan pajak suatu daerah tidak terjadi.
Hasil yang didapatkan ini sesuai dengan model
yang didasarkan pada argumen flypaper effe-

ct. Salah satu argumen yang mendasari terja-
dinya hubungan positif antara variabel transfer
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dengan upaya pemungutan pajak ialah bahwa
transfer dari pusat memang digunakan seba-
gaimana tujuan awal transfer diberikan.

Dalam kasus Indonesia, hal ini mengindika-
sikan bahwa dana transfer memang digunakan
sesuai dengan tujuan awal dana perimbangan,
yaitu sebagai dana untuk membiayai urusan-
urusan daerah yang sebelum masa otonomi da-
erah merupakan urusan pemerintah pusat. Ke-
tika transfer berfungsi dan digunakan sesuai
dengan tujuannya, maka transfer akan berdam-
pak baik pada perekonomian daerah tersebut
sehingga pada akhirnya juga meningkatkan re-
alisasi pajak suatu daerah.

Namun, efek ini pun memiliki sisi lain yang
dapat menjelaskan hubungan transfer dengan
upaya pemungutan pajak. Sesuai dengan studi
sebelumnya yang dilakukan Ribka (2011) da-
lam mengidentifikasi flypaper effect di Indo-
nesia, maka dapat disimpulkan bahwa model
flypaper effect yang terjadi di Indonesia cende-
rung merupakan jenis model birokratik. Dalam
model ini dijelaskan bahwa efek flypaper terja-
di karena perilaku birokrat yang berpikir bah-
wa keuntungan politis yang lebih besar untuk
meningkatkan belanja publik dan membuat ke-
bijakan belanja yang populis daripada mena-
warkan sebuah kebijakan pengurangan pajak
kepada masyarakat.

Pengaruh komponen dana perimbangan ter-
hadap upaya pemungutan pajak dapat diketa-
hui dari hasil pengolahan data pada Persama-
an (2). Tabel 5 memperlihatkan bahwa dari ti-
ga komponen dana perimbangan, hanya DAU
dan DBH yang memberikan pengaruh yang sig-
nifikan. Kenaikan 1% pada DAU per kapita su-
atu kabupaten/kota akan meningkatkan upa-
ya pemungutan pajak rata-rata sebesar 0,06%.
Sementara itu, untuk DBH, kenaikan 1% pa-
da DBH per kapita akan meningkatkan upa-
ya pemungutan pajak secara rata-rata sebesar
0,07%. Variabel DAK dengan model dan set
data studi ini tidak memengaruhi pertumbuh-
an dari upaya pemungutan pajak secara sig-
nifikan. Hal ini diduga karena proporsi DAK

yang memang relatif tidak terlalu besar dalam
total dana perimbangan maupun total penda-
patan daerah jika dibandingkan dengan dua je-
nis dana transfer lain yang hanya berkisar ku-
rang dari 10%.

Sesuai dengan definisi literatur pada eko-
nomi keuangan negara yang juga sejalan de-
ngan definisi yang diungkapkan oleh Kuncoro
(2004), DAK merupakan satu satunya kompo-
nen dana perimbangan yang merupakan trans-
fer bersyarat (tied grants) karena alokasinya su-
dah ditentukan dari pemerintah pusat untuk
membiayai sejumlah bidang tertentu. Sementa-
ra itu, DBH dan DAUmerupakan transfer yang
bersifat umum yang sering disebut block grant.
Walaupun begitu, jika melihat definisi secara
operasional dan formula dari DAU, jenis dana
ini pun sebenarnya masih mengandung defini-
si dari tied grants karena sebagian alokasinya
memang diperuntukkan untuk membayar gaji
pegawai negeri di daerah. Namun, seperti yang
telah dikemukakan dalam bagian metodologi,
pada studi ini DAU dan DBH dikategorikan se-
bagai transfer yang bersifat umum.

Pengaruh positif kedua dari transfer yang
bersifat transfer umum ini dapat dijelaskan
melalui beberapa pendekatan. Yang pertama
adalah serupa dengan penjelasan pada dana
transfer secara keseluruhan, bahwa untuk da-
na yang bersifat block grant, pemerintah dae-
rah sesungguhnya memiliki hak dalam pilihan
alokasi penggunaan. Namun, berdasarkan pen-
dekatan model birokratik dalam flypaper effect,
pemerintah pada akhirnya merasa akan men-
dapatkan keuntungan politis lebih besar ketika
meningkatkan belanja publik daripada mena-
warkan pengurangan minor atas pajak yang di-
bayarkan masyarakat. Hal ini dapat menjelas-
kan kondisi di Indonesia di mana masyarakat
cenderung menilai kinerja suatu pemerintahan
dari kebijakan-kebijakan yang bersifat populis.

Penjelasan berikutnya ialah argumentasi
yang dicetuskan oleh Besfamille dan Sangui-
netti (2004) dalam menjelaskan perilaku upa-
ya pemungutan pajak di Argentina. Hasil stu-
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di mereka terangkum dalam beberapa prepo-
sisi, salah satunya menyatakan bahwa jika pe-
merintah pusat dapat memberikan suatu ke-
pastian berapa jumlah dari transfer yang a-
kan didapatkan pemerintah daerah, maka upa-
ya pemungutan pajak daerah pun akan me-
nuju tingkat optimal. Hal ini dikarenakan pe-
merintah dapat memperkirakan berapa dana
transfer yang akan didapatkan sehingga akan
menginvestasikan sumber dayanya untuk me-
ningkatkan upaya pemungutan pajak suatu da-
erah dalam rangka memenuhi belanja daerah.
DAU dan DBH dalam sistem desentralisasi fis-
kal di Indonesia merupakan dua jenis transfer
yang walaupun bersifat umum, namun alokasi-
nya sudah ditetapkan baik oleh suatu formula
khusus maupun oleh angka persentase terten-
tu. Kondisi ini, berdasarkan preposisi Besfami-
lle dan Sanguinetti, akan mendorong pemerin-
tah kabupaten/kota menggunakan sumber da-
ya yang dimiliki untuk melakukan perbaikan
dalam upaya pengumpulan pajak karena usaha
lobi yang mereka lakukan pun tidak akan ber-
dampak banyak terhadap peningkatan jumlah
transfer yang diterima. Argumen ini juga sejal-
an dengan hasil koefisien regresi terhadap DAK
yang walaupun tidak signifikan, namun memi-
liki tanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa
DAK yang tergolong discretionary transfer ka-
rena alokasinya tidak didasarkan pada formula
dan persentase tertentu, tidak mendorong per-
tumbuhan upaya pemungutan pajak daerah.

Simpulan

Hasil pengolahan data yang telah dipaparkan
secara umummemperlihatkan bahwa untuk ka-
bupaten/kota di Indonesia, dana transfer dari
pusat dalam bentuk dana perimbangan secara
signifikan mendorong upaya pemungutan pa-
jak di tingkat kabupaten/kota Indonesia. Jika
dilihat per komponen, maka transfer yang ber-
sifat umum dan jumlahnya sudah ditentukan
melalui formula tertentu akan mendorong per-
tumbuhan upaya pemungutan pajak lokal. Se-

mentara untuk kategori dana transfer yang ber-
sifat khusus, yaitu DAK, tidak memiliki penga-
ruh yang signifikan terhadap upaya pemungut-
an pajak lokal. Dengan hasil ini dapat disim-
pulkan bahwa rendahnya pendapatan asli dae-
rah bukan disebabkan oleh disinsentif yang ter-
cipta dari dana transfer. Oleh sebab itu, peme-
rintah perlu mengkaji bagaimana penguatan
basis pajak lokal dapat tercapai, baik melalui
pelimpahan jenis pajak nasional menjadi pajak
daerah ataupun secara konsisten terus beru-
paya meningkatkan kolektibilitas pajak. Selain
itu, pemerintah juga dapat mencari alternatif
kriteria alokasi DAK ke daerah sehingga sistem
alokasi yang dibangun tidak membuka peluang
adanya kebocoran di lobi politik.

Isu lainnya seperti yang disampaikan Raich
(2001), penggunaan dana transfer yang digu-
nakan untuk belanja publik dan bukan untuk
pengurangan pajak ini seharusnya mendorong
akuntabilitas suatu daerah dalam membelan-
jakan anggarannya. Salah satu indikator dalam
melihat tanggung jawab alokasi belanja peme-
rintah lokal adalah dengan melihat struktur be-
lanja, seperti yang tampak pada Gambar 10.

Berdasarkan Gambar 10, dapat dilihat bah-
wa sepanjang tahun 2005 hingga 2008, belan-
ja kabupaten/kota masih didominasi oleh pe-
ngeluaran rutin seperti belanja pegawai, ser-
ta belanja barang dan jasa. Komponen belanja
modal sebagai jenis belanja yang berkontribu-
si besar terhadap pertumbuhan ekonomi sua-
tu daerah, secara umum mengalami tren yang
meningkat dari tahun 2005 hingga 2008 wa-
laupun masih berkisar di persentase 20–30%.
Hasil pengolahan data ini menunjukkan bahwa
struktur belanja pemerintah kabupaten/kota
belum berorientasi pada pembangunan ekono-
mi di daerah tersebut. Inilah yang patut menja-
di perhatian pemerintah, karena salah satu im-
plementasi mekanisme desentralisasi fiskal ada-
lah daerah dapat membelanjakan dana anggar-
an sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Oleh
sebab itu, pengeluaran daerah pun seharusnya
bertujuan untuk menjadikan pengeluaran pub-
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Gambar 10: Struktur Belanja Kabupaten/Kota

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

lik lebih bermanfaat sehingga menjadi stimulus
bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan keseja-
hteraan masyarakat.

Sebagai catatan, kalkulasi indeks upaya pe-
mungutan pajak dengan metode pendekatan
regresi dalam studi ini memiliki beberapa ke-
terbatasan. Pertama, sejalan dengan pendapat
Besfamille dan Sanguinetti (2004), pendapat-
an pajak suatu daerah dalam periode waktu
tertentu akan banyak dipengaruhi oleh vari-
abel lain, yang dalam studi ini tidak dapat
digambarkan oleh model ekspektasi pajak de-
ngan basis pajak variabel konsumsi masyara-
kat. Kedua, nilai indeks upaya pemungutan pa-
jak yang didapatkan akan sangat bergantung
pada variabel basis pajak yang digunakan un-
tuk mengestimasi ekspektasi pajak. Perbedaan
pendekatan dan interpretasi basis pajak akan
menghasilkan angka indeks yang berbeda.

Selanjutnya, studi ini juga belum melakukan
analisis indeks upaya pemungutan pajak ketika
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi sa-
lah satu komponen dari pajak kabupaten/kota.
Padahal, undang-undang terbaru menetapkan
PBB sebagai basis pajak daerah yang berpo-
tensi. Oleh sebab itu, dalam studi selanjutnya

dapat dilakukan analisis dampak trans- fer ter-
hadap indeks upaya pemungutan pajak lokal
yang juga di dalamnya mencakup PBB. Hasil
studi seperti ini dapat menjadi gambaran peri-
laku pemerintah daerah dalam merespons me-
kanisme desentralisasi fiskal pada waktu yang
akan datang.
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Tabel 2: Definisi Variabel Bebas dan Variabel Terikat Model Ekspektasi Pajak

Nama Variabel Definisi dan Alasan

rtax Rasio total penerimaan pajak realisasi kabupaten/kota i terhadap PDRB pada tahun 2005–2008

rf Rasio total konsumsi makanan seluruh rumah tangga di kabupaten/kota i pada tahun 2005
hingga 2008 terhadap PDRB total kabupaten/kota i.
Definisi konsumsi makanan sendiri menurut BPS termasuk di dalamnya konsumsi makanan jadi
dan juga konsumsi bahan minuman, bumbu, dan tembakau.
Variabel ini relevan dengan pajak daerah khususnya pajak restoran yang pengenaan pajaknya
didasarkan pada setiap pelayanan dan pembayaran makanan jadi di restoran. Selain itu,
variabel ini juga dapat menjadi basis dari pajak reklame. Dengan asumsi bahwa jumlah reklame
dipengaruhi oleh permintaan barang dan jasa, maka komponen konsumsi makanan seperti
konsumsi makanan jadi dan konsumsi tembakau dapat menjadi proksi dari pajak reklame.

rnf Rasio total konsumsi non-makanan seluruh rumah tangga di kabupaten/kota i pada tahun 2005
hingga 2008 terhadap PDRB total kabupaten/kota i.
Menurut BPS, konsumsi non-makanan mencakup konsumsi aneka barang dan jasa, listrik,
pakaian, dan barang tahan lama.
Variabel ini relevan dengan pajak daerah, yaitu secara khusus pajak penerangan jalan dan
pajak reklame.
Besar pajak penerangan jalan terkait dengan rekening penggunaan listrik rumah tangga yang
tercermin dari komponen konsumsi listrik. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan yang
sama terhadap pajak reklame, maka sebagian besar komponen konsumsi non-makanan dapat
menjadi proksi dari basis pajak reklame.

rm Rasio PDRB sektor penggalian kabupaten/kota i pada tahun 2005 hingga 2008 terhadap PDRB
total kabupaten/kota i. PDRB sektor penggalian menggambarkan nilai tambah sektor
penggalian. Variabel ini dipakai sebagai basis dari pajak bahan galian golongan C. PDRB sektor
penggalian dipakai karena sesuai dengan sistem dari pajak galian gol C dikenakan atas kegiatan
pengambilan bahan galian golongan C yang antara lain terdiri dari batu kapur, pasir kuarsa,
pasir dan kerikil, batu permata, marmer, asbes, serta nitrat.

rh Rasio PDRB sektor hotel kabupaten/kota i pada tahun 2005 hingga 2008 terhadap PDRB total
kabupaten/kota i. PDRB sektor hotel sendiri menggambarkan nilai tambah sektor hotel di
tahun yang bersangkutan. Variabel ini sangat relevan dengan Pajak Hotel karena besarnya pajak
hotel terkait dengan jasa yang diberikan. Pemilihan PDRB sektor hotel sebagai basis pajak juga
didasarkan pada alasan bahwa penggunaan jasa hotel pada suatu daerah tidak hanya berasal
dari konsumsi masyarakat di kabupaten/kota itu karena fungsi sektor hotel sebagai sektor
pendukung pariwisata.

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis



Ruth N./Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat... 190

Tabel 3: Definisi Variabel Bebas dan Variabel Terikat Model Dampak Transfer terhadap Upaya
Pemungutan Pajak

Nama Variabel Definisi Variabel

TE Indeks yang didapatkan dari kalkulasi upaya pemungutan pajak melalui pendekatan metode
pendekatan regresi yang di dalamnya terdapat model ekspektasi pajak.

Dapercap Total dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota i pada tahun 2005 hingga tahun 2008
dibagi dengan jumlah penduduk kabupaten/kota i pada tahun t.

DAUcap Total dana alokasi umum yang diterima kabupaten/kota i pada tahun t dibagi dengan jumlah
penduduk kabupaten/kota i pada tahun t.

DAKcap Total dana alokasi khusus yang diterima kabupaten/kota i pada tahun t dibagi dengan jumlah
penduduk kabupaten/kota i pada tahun t.

DBHcap Total dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota i dari pemerintah pusat pada tahun t,
yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam dibagi dengan jumlah
penduduk kabupaten/kota i pada tahun t. Tidak termasuk di dalamnya adalah dana bagi hasil
yang diterima dari pemerintah provinsi.

Pop Jumlah penduduk yang ada di kabupaten/kota i pada tahun 2005 hingga tahun 2008.
Variabel ini merupakan variabel kontrol yang merupakan karakteristik kabupaten/kota.

Area Luas wilayah kabupaten/kota i dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Karena pemilihan sampel
kabupaten i sudah mempertimbangkan wilayah yang tidak mengalami pemekaran, maka variabel
ini nilainya sama dari tahun 2005 hingga tahun 2008.

Urban Persentase penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan dari seluruh penduduk di kabupaten/
kota i pada tahun t.

Povt Persentase penduduk miskin dari keseluruhan penduduk yang terdapat di kabupaten/kota i

pada tahun t. Variabel ini merupakan variabel kontrol yang merupakan karakteristik
kabupaten/kota.

Dstatus Variabel boneka untuk status kabupaten/kota yang bernilai 1 jika secara administratif berstatus
sebagai daerah kotamadya dan 0 jika berstatus sebagai kabupaten.

Djawa Variabel boneka untuk status Jawa dan luar Jawa yang bernilai 1 jika daerah berada di
pulau Jawa dan 0 jika berada di luar pulau Jawa.

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 4: Hasil Pengolahan Data Model Pajak Ekspektasi

Variabel terikat Variabel bebas Keterangan variabel Koefisien

Lnrtax lnrf basis pajak restoran dan pajak reklame 0,195*
lnrnf basis pajak penerangan jalan dan pajak reklame 0,055*
lnrm basis pajak bahan galian golongan C 0,213***
lnrh basis pajak hotel 0,435***

Prob.F 0

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
Keterangan: * signifikan pada taraf 10%
Keterangan: ** signifikan pada taraf 5%
Keterangan: *** signifikan pada taraf 1%
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Tabel 5: Hasil Pengolahan Data Model Dampak Transfer terhadap Upaya Pemungutan Pajak Lokal

Variabel terikat Variabel bebas (1) Koefisien (1) Variabel bebas (2) Koefisien (2)

lnTE

lndapercap 0,135 (***) lnDAUcap 0,071 (**)
lnDAKcap -0,00004
lnDBHcap 0,066 (**)

lnpop 0,241 (***) lnpop 0,249 (***)
lnarea -0,259 (***) lnarea -0,267 (***)
urban -0,00009 urban -0,0001
povt -0,0034 (***) povt -0,0036 (***)
dstatus -0,374 (**) dstatus -0,398 (**)
djawa -0,376 (***) djawa -0,378 (***)

Prob F 0,000 (***) Prob F 0,000 (***)

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
Keterangan: * signifikan pada taraf 10%
Keterangan: ** signifikan pada taraf 5%
Keterangan: *** signifikan pada taraf 1%


